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ABSTRAK

Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan permasalahan
serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan tingkat hunian mencapai
214% dari kapasitas ideal per Desember 2024 (287.680 orang dari kapasitas
seharusnya 134.303 orang). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru,
melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menawarkan sejumlah alternatif
pidana sebagai solusi, antara lain pidana pengawasan, pidana denda dengan sistem
dayfine, pidana kerja sosial,serta mekanisme diversi dan restorative justice. Kajian
ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan ketentuan KUHP tersebut
dalam mengurangi overcrowding di Lapas. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa
ada beberapa penyebab yang mengakibatkan overcrowding. Penyebab
overcrowding diantaranya adalah kriminalisasi berlebih pada pidana ringan,
proses peradilan yang tergolong lambat, dan tingginya residivisme. Penyebab lain
yang menyebabkan overcrowding ini adalah minimnya sumber daya manusia dan
infrastruktur Lapas, paradigma hukum yang selalu mengarah pada penjara, serta
lemahnya koordinasi antar instansi. Efektivitas KUHP dalam mengatasi
overcrowding bergantung pada sinergi antara regulasi, kelembagaan, sumber daya
manusia, dan partisipasi masyarakat, disertai koordinasi terpadu antara kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan pemerintah daerah.

Kata kunci: Lapas, Penjara, Tindak pidana, Pengadilan, Hukum pidana
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